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Abstrak 

 

UU Perkawinan di Indonesia saat ini, tidak menjelaskan secara spesifik terkait 

perkawinan dengan latar bekang agama yang berbeda. Tidak adanya peraturan 

tersebut di Indonesia memicu adanya berbagai penafsiran terkait perizinan 

perkawinan beda agama. UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menerangkan bahwa 

perkawinan berstatus sah apabila, “Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan 

kepercayaan”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perizinan perkawinan beda agama 

berpegang pada ketentuan dari masing-masing agama yang dianut. Namun, 

peraturan lainnya seperti UU Perkawinan dan PP No. 108 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat 

(3) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa perkawinan beda agama dapat 

dilakukan apabila telah diizinkan oleh pengadilan. Berdasarkan  hal tersebut, maka 

dilakukan penelitian untuk memperjelas tentang bagaimana akibat hukum 

pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya Putusan No. 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini berjenis hukum normatif (normative law 

research) atau yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keberadaan UU 

Adminiduk dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 

Tahun 2009 menjelaskan ketentuan bahwa hukum perkawinan beda agama terlihat 

jelas, sehingga  menjadi sah secara hukum dan dapat disahkan melalui Penetapan 

Pengadilan Negeri dan tercatat di KCS Kota surabaya. 

 

Kata Kunci : Akibat Hukum, Beda agama, Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

Abstract 

 

The current Marriage Law in Indonesia does not specifically explain marriages with 

different religious backgrounds. The absence of this regulation in Indonesia has 

triggered various interpretations related to the licensing of interfaith marriages. 

Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law explains that a marriage has a valid 

status if, "A marriage carried out according to religion and belief". The verse 

explains that the licensing of interfaith marriages adheres to the provisions of each 

religion. However, other regulations such as the Marriage Law and PP No. 108 of 

2009 Article 50 Paragraph (3) state that there is a possibility that interfaith marriages 

can be carried out if they have been allowed by the court. Based on this, a study was 

conducted to clarify the legal consequences of registering interfaith marriages with 

the existence of Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. This research is a type of 

normative law research or normative juridical, using a statutory and conceptual 

approach. Based on research that has been carried out, the existence of the 

Administrative Law and Domestic Government Regulation of the Republic of 

Indonesia No. 108 of 2009 explains the provision that the  law on interfaith marriage 

is clearly visible, so that it becomes legally valid and can be ratified through a 

District Court Determination and recorded at the Surabaya City KCS. 

 

Keywords : Legal Consequences, Different Religions, Marriage 
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